BUPATI KARAN GANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
;;  NOMOR - tb TAHUN 2014

PSR R - TENTANG ERT
":;V‘*‘TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA’I‘I KARANGANYAR »  R

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan SEARTN
R i‘jj’jMenterx Dalam Negeri Nomor. 4 Tahun 2007 tentang
" Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa perlu menetapkan-{_‘ e
-~ Peraturan -Bupati Karanganyar - tentang Tata Cara e
. Pengelolaan Kekayaan Desa; =~ = e
" b.  bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu mengatur danj RN
R menetapkan - Peraturan’ Bupatl tentang Tata Cara»ﬁ
S Pengelolaan Kekayaan Desa ' ‘ SR

¢ 1. Undang-Undang Nomor 13 ,_.Tahun 1950 tentang R
" Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten ‘Dalam .~
- Lingkungan Prop1n31 Djawa Tengah (Benta Negara tanggal S
. Agustus:1965), sebaga.lmana telah diubah dengan Undang- -
. Undang :Nomor" 9 »Tahun'.1965 - ‘tentang. 'Pembentukan
*' " Daerah Tingkat II Batang Dengan . Mengubah Undang- =
:,’Undang ‘Nomor ‘13- ‘Tahun . 1950 tentang . Pembentukan‘,:_v._..:’-_'
.. Daerah-Daerah Kabupaten ‘Dalam - ‘Lingkungan - Propinsi”
‘. Djawa tengah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun =
- - -1965  Nomor. 52, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
N _Indone81a Nomor 2757); SRS
. 2. 'Undang-Undang Nomor 5- Tahun 1960 tentang Peraturan'f':
= Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Repoblik Indonesia R
- Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara_}f
~Repub11k Indonesia Nomor 2043) Ry SRS
Undang—Undang Nomor - 32 Tahun 2004 tentang.* S
© * Pemerintahan .~ Daerah * (Lembaran Negara Republik . -
. 'Indonesia Tahun :2004 - Nomor .125; Tambahan Lembaran =
' Negara: Repubhk Indones1a Nomor 4437) sebagalmana telah -
- :diubah  beberapa - kali - terakhir - dengan . Undang—Undang. REREE
’-"?.;’Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas -
IO fﬂ’;,Undang—Undang Nomor .32 Tahun 2004 - tentang .
" Pemerintahan .- "Daerah (Lembaran Negara "Republik .
<~ 'Indonesia - Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran' '
... Negara Republlk Indone31a Nomor 4844), i '
* 4. Undang-Undang . Nomor 12 Tahun o
" . Pembentukan" Peraturan Perundang—undangan (Lembaranf R
~ _Negara Republlk Indonesxa Tahun 2011 Nomor 82,
- Tambahan Lembaran Negara _epubhk Indonesmff_t

o Nomor 5234) R : : e

,2011 v tentangf:;“» AR




. _}»Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
_Tanah " Bagi - Pembangunan Untuk ‘Kepentingan - Umum -
g(Lembaran ‘Negara " Repubhk ‘Indonesia  Tahun ' 2012
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm :
" Nomor 5280); - L -
-6, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
" (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun - 2014
- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm‘f
. Nomor 5495); . . ‘. .

7. Peraturan - Menteri Dalam Negen Nomor 4 Tahun 2007-;5
- . tentang Pedornan Pengelolaan Kekayaan Desa, e .
8. Peraturan - Menteri Keuangan - Nomor 58/ PMK 02
~“Tahun_ 2008 tentang Blaya Panitia Pengadaan Tanah Bag1
- 'Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; =~
9. Peraturan - Menteri . Dalam - Negeri -Nomor "1 Tahun 2014 ;
f‘}tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pt :

Menetapkan -~ :PERATURAN BUPATI }TENTANG _TATA CARA PENGELOLAAN'_‘_;
K KEKAYAAN DESA’; S

1. :,}Daerah adalah Kabupaten Karanganyar B
. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat'; daerah’a
- .f’jsebagaJ unsur. penyelenggara pemenntahan daerah;" L e
3. Pemerintahan ‘Daerah “adalah . penyelenggaraan urusan}-:, R
ijpemerxntahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut =
. ‘asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi - .
) seluas—luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan S
‘Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
- Undang Dasar Negara Republik Indones1a Tahun 1945 »
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar; -~ S
‘5. Kecamatan adalah wilayah kerja' Camat sebagm Perangkat; e
. Daerah Kabupaten Karanganyar; - - '
. - Camat adalah Camat di wilayah' Kabupaten Karanganyar, e
." Desa- adalah desa dan 'desa adat atau yang disebut dengan
‘“nama . Iam,j selanjutnya d1sebut Desa, adalah kesatuani :
»masyarakat hukum yang mcm111k1 ‘batas - wﬂayah yang -
‘berwenang - untuk ‘mengatur dan mengurus ‘urusan
pemenntahan kepentmgan masyarakat setempat*,
" berdasarkan prakarsa masyarakat ‘hak asal usul ‘dan/atau-
‘hak tradlslonal ‘yang diakui. dan . d1hormat1 ‘dalam . sistem *
) ‘;:pemenntahan Negara Kesatuan Repubhk Indones1a yang
‘_'jberada d1 Kabupaten Karanganyar, ER . S e




;rPemenntahan . Desa . adalah penyelenggaraan - urusan,,
*.'ipemermtahan dan kepentmgan ‘masyarakat setempat dalam’

. sistem pemenntahan Negara Kesatuan Repubhk Indones1a

Pemerintah". ‘Desa: adalah Kepala Desa ‘atau . yang . dlsebut
{}dengan nama lain dibantu" Perangkat Desa sebagal unsur

penyelenggara pemermtahan Desa;
©10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di- Kabupaten Karanganyar

.Badan" Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

" nama lain adalah lcmbaga yang ‘melaksanakan fungsi.

»?}“pemermtahan yang anggotanya merupakan wakll ‘dari
penduduk - Desa berdasarkan keterwakﬂan wﬂayah dan .

“ - ditetapkan_ secara demokratls,

2. Anggaran Pendapatan dan* BeIanJa Desa yang H_elan_]utnyb
~_disingkat: . APBDesa - adalah ‘rencana keuangan ‘tahunan

L pemenntahan Desa yang d1bahas dan dlsetu_]ul bersama oleh

Pemerintah - Desa dan BPD yang dltetapkan & ’dengan';jj
Peraturan: Desa, Sl e
. Peraturan Desa adalah peraturan perundang—undangan yang -

. “ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dlbahas dan dlsepakau

“bersama Badan Permusyawaratan Desa;"
. Peraturan Kepala Desa adalah produk hukum dcsa yang

- ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur,

‘vv_i;‘Keputusan Kepala' Desa adalah produk hukum desa yang

fdltandatangam oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan

16. Pengelolaan  “adalah rangkalan ‘kegiatan - mulai - " dai-
,:'i’ipengadaan, penggunaan, o pemanfaatan
; pengamanan, pemehharaan,' penghapusan, ‘pemindah -
. ,-"tangankan, penatausahaan, 5 'pemlalan, pemblnaan
~‘pengawasan dan pengendalian;. = . :

: Kekayaan desa, adalah barang m111k desa yang berasal dan 3

. kekayaan asli  desa, dibeli- atau diperoleh - atas beban:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hakfi
.- lainnya yang sah; : ‘

18.Tanah desa adalah barang mlhk desa berupa tanah bengkok |
L kuburan, dan titisara;. - -

0. Swadaya - masyarakat adalah:‘:;_zkemampuan dan i suatu :1-

E . kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri

"fmengadakan ikhtiar . kearah pemenuhan kebutuhan _]angka";
pendek maupun Jangka panjang yang d1rasakan dalam f
- kelompok masyarakat itu; - :
. Gotong Royong adalah ‘bentuk keljasama yang spontan dan‘;__..

- 'sudah melembaga serta . mengandung unsur-unsur timbal -

“balik - yang bersifat - sukarela - antara warga desa dan atau :
3 antara warga “desa” dengan Pemermtah Desa untuk o
.memenuhi - kebutuhan ~yang - 1n31dent11 maupun
berkelangsungan dalam rangka menmgkatkan kesejahter

_bersama baik material maupun splntual : B
. Perencanaan = kebutuhan adalah - ‘kegiatan merumuskan’j
,‘-f'r1nc1an kebutuhan kekayaan desa untuk - menghubungkan
pengadaan- barang ‘yang telah" ada" dengan ‘keadaan yang"
A Sedang beljalan sebagai dasar melakukan" tlndakan yang*f}




422 Pengadaan adalah se'uap keglatan untuk mendapatkan,_{--‘_i’. | 2

- kekayaan desa dengan cara pembelian;

23 Penggunaan adalah kegiatan yang dllékukan oleh PeJabat - o
- Pengelola  kekayaan : desa  dalam mengelola - dan

. menatausahakan barang m111k dcsa sesua,x dengan tugasf"
~ pokok dan fungsinya; -

o 24 Pemanfaatan adalah péndayagunaan kekayaan desa yang: :
S ‘? tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, . =
kerjasama pemanfaatan, dan ‘bangun serah guna/bangun"*;_' '

guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa;

o 25 Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak- laln S

dalam jangka waktu tertentu;

: 26 Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan desa S E
~ antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa =~ = =
~menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut .

* berakhir harus dlserahkan kembah kepada Pemermtah Desa -~ .

yang bersangkutan; L
Ker_]asama pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan'
desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam-

o rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan

- sumber pembiayaan lainnya; -

L 1 ,28 Bangun . guna. serah adalah pemanfaatan kekayaan desa_j R
. berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan
. bangunan dan/atau - berikut fasilitasnya, kemudian - = -
~ didayagunakanoleh plhak lain tersebut dalam jangka waktu -
- tertentu yang telah disepakati untuk selan_]ut.nya diserahkan = =
~kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana benkut o

fasdltasnya setelah berakhirnya jangka waktu;

- 29.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa-
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara ~  mendirikan -
“ bangunan dan/atau sarana berikut fasﬂltasnya, dan setelah
~ selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan =~

f oleh pihak lain tersebut dalam Jangka Waktu tertentu yang =
- disepakati;

30 Hibah adalah pengahhan , kepemlhkan barang dan.

.. Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa lainnya, atau dari = -
-~ Pemerintah desa kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah .
“Daerah “atau - kepada : plhak lam tanpa memperoleh P

penggantlan, o

e *_31 Pemindahtanganan adalah pengahhan kepemlhkan kekayaan
' desa dengan cara dijual, dipertukarkan, dlhlbahkan atau -

_disertakan sebagai modal pemerintah;

© 32, Penghapusan adalah tindakan menghapus kekayaan desa S
- dari daftar barang- dengan menerbitkan surat Keputusan - -
" Kepala Desa untuk membebaskan barang dan/atau - =
pengelola barang dari tanggung jawab adminstrasi dan fisik -

~ atas barang yang berada dalam penguasaannya;

33 Pelepasan adalah pengalihan kekayaan desa ke;ﬁada p1hak,;:f

" lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang; . =

e 34 Tukar menukar adalah  pengalihan kekayaan desa yang :‘ o
dﬂakukan antara pemenntah Desa dengan pemenntah pusat' -

- atau pemerintah daerah, antar pemerintah desa dengan

pemenntah desa lainnya atau dengan pihak lain, dengan

~menerima penggantian dalam ‘bentuk barang, sekurang-
kurangnya dengan n11a1 selmbang, '



' ‘ _35 Pengadaan adalah setlap keglatan untuk mendapatkan'

kekayaan desa dengan cara pembelian; =

v_36.’ Penyertaan: modal pemerintah -desa vadalah pengahhan.
- kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang =~
dipisahkan untuk  diperhitungkan sebagai modal atau -

. saham desa pada badan usaha milik desa, badan usaha o

- milik daerah atau badan hukum lamnya yang d1rmhk1 oleh» S
. desa atau daerah; R
~ 37.Penatausahaan adalah rangkalan keglatan yang mehpun

. pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan kekayaan desa .

 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -

| 38 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan L
~ pencatatan: dan pelaporan hasﬂ pendataan kekayaan xmhk, L

' Desa;
' 39. Penilaian adalah suatu proses keglatan penehtxan yang
. selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan

 - relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk S

- . memperoleh nilai dari kekayaan desa tersebut; S
40. Pembinaan - adalah pembenan pedoman, standar -
Sk pelaksanaan perencanaan penelitian, pengembanga.n
- bimbingan, pend1d1kan dan ‘pelatihan, konsultasi, supervisi,

" monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan o

o penyelenggaraan pcmerlntahan desa;

i 41.Pihak Ketiga adalah pihak swasta atau métan& lain dxluar L

- Pemerintah Desa, Pcmenntah Pemenntah Prov1n31 dan
_Pemermtah Daerah Lol T o ' R

. BAB n o :
JENIS KEKAYAAN DESA

o : Pasal 2
(1) Jenis kekayaan desa terchn dan
a. tanah kas desa; LR
b. kekayaan desa lamnya O

e v(2) Tanah kas desa (TKD) antara laln tanah kas, tanah lungguh L

"(bengkok), tanah pituas, tanah kebun. _desa, tanah pasar. -

" desa, kuburan/makam, tanah tltlsara tanah pengarem-‘
- { - arem dan tanah kas desa lainnya; - | .
B (3) Tanah kas desa lainnya’ adalah tanah yang d1kuasa1

~ dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa yang s1fatnya untuk
 kepentingan  masyarakat desa . seperti oro-oro (00);

. * pangonan, punden, jalan desa, saluran irigasi desa dan lain- -

~ lain tanah yang dikuasai dcsa dan belum dllekatl status hak

- kepemilikan; v

(4) Kekayaan desa la.lnnya, terdm dan S ,
' a. barang yang dibeli atau d1peroleh atas beban APBDesa o

~ b.barang yang berasal dari perolehan. Iamnya dan/atau' .

" lembaga dari pihak ketiga.
'c.barang yang diperoleh sebaga.t pelaksanaan dari

- perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan o

. perundang undangan yang berlaku.
" d.hibah dari. pemcnntah pemenntah prov1n81, pernermtah
kabupaten i , . ,



e h1bah dan p1hak ketlga yang sah dan tldak menglkat dan,
f has1l kex]asama desa o _ _ ,

Pasal 3

'(l) chayaan desa ‘sebagalmana dxméksud dalam Pasal 2 e

menjadi milik desa."

(2) Kekayaan desa yang menjadl m111k desa sebagalmana T

- dimaksud pada ayat (1) dlcatat dalam Buku Inventansasr
- “ Kekayaan Desa IR . o -

i BAB III _
PENGELOLAAN

Pasal 4

S (l}ffPengelolaan kekéyaan desa dllaksanakanv berdasarkan asas

- kepentingan ' umum, fungsmnal - kepastian  hukum,

~ keterbukaan, efisiensi, | efektmtas, , akuntab111tas dan o ,

~ kepastian nilai ekonomi.

, '(2) Pengelolaan kekayaan désa sebagaumana dlrnaksud pada o

: ayat (1) meliputi: .
perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

pengadaan; : o
penggunaan;

‘pemanfaatan; : ' o
pengamanan dan pemehharaan R

’ pemlalan, ’ T R '
pemmdahtanganan, A
-penghapusan; -

~i.  penatausahaan; ' e
j. pembinaan, pengawasan dan pengendahan

p@m o ae o

(3) Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan. berhasﬂ

guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

(4) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dlmaksud pa da

ayat (2) harus mendapatkan persetujuan BPD.
: " o Pasal 5 |

v -Bxaya pengelolaan keka}aan desa dxbebankan pada APBDesa }1.’33;"_, S

PEJABAT PENGELOLA KEKAYAAN DESA

Pasal 6

.“.‘(1) Kepala Desa ‘adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Kekayaan Desa.

 " , '(2) Pemegang Kekuaéaan Pengelolaan Kekayaan Desa e

sebagaumana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan desa;

b, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau permndah" )

. tanganan tanah dan bangunan;
~¢. menetapkan kebijakan pengamanan kekayaan desa, -
~d. mengajukan. usul pemmdahtanganan kekayaan dcsa
Lo yang mcmerlukan persetujuan BPD . o



R e menyetujul usul pemmdahtanganan dan penghapusan
- kekayaan desa sesuai batas kewenangannya;

f menyetujui usul pernanfaatan kekayaan desa selaun S

..tapnah dan atau bangunan. . = o
o (3) ekretans Desg sebagai pejabat pengelolaan kekayaan desa
4y s - Desa sebagaimana dlmaksud pada ayat (3)' A

_ berwenang dan bertanggung jawab: :
> a. mengurus dan menyimpan kekayaan desa, - :
- b.. merencanakan kebutuhan pengadaan kekayaan desa;
~_ c. merencanakan kebutuhan pemehharaan/ perawatan'
~ kekayaan desa; = ' ‘

- pemindahtanganan kekayaan desa. -

. “ dari Bupati dan Gubernur; _

' f. melakukan" koordinasi dalam pelaksanaan Inventansa31

. ~kekayaan desa; - o

- g melakukan pengawasan : dan pengendahan atas

. _pengelolaan kekayaan desa; . o
_h. melaporkan perkembangan data kekayaan desa '

e  BABV S
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
A _ Pasa17 . »
- (1) Perencanaan kebutuhan kekayaan desa dlsusun dalaml-
L yang ada.
}(2) Perencanaan - kebutuhan . kekayaan ‘desa sebagalmana‘
~standar kebutuhan, dan standar harga.

' (3) Standar kebutuhan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)v
' . d1tetapkan oleh Kepala Desa. '

E BAB Vi
PENGADAAN
Pasal 8

: /\%engm kemampuan desa.
3
Bupatl tersendm SR
 BABVI
PENGGUNAAN
Pasal 9

(1) Penggunaan kekayaan desa dllaksanakan oleh PeJabat o
' Pengelola Kekayaan Desa. v . v

d. mengatur pelaksaﬁaa.ri pemanfaatan penghapusan, dan' |

e e. mengatur pelaksanaan peralihan hak. kekayaan desa o
. setelah disetujui Kepala Desa dan mendapat fjin tertuhs, R

~ rencana kerja dan anggaran desa dengan memperhatikan
- kemampuan keuangan desa dan ketersedlaan kekayaan desa:_‘ S

‘dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar barang, L -

o Pemenntah Dcsa dapat rnengadakan kckayaan desa sesuall,,; L

ata cara pengadaan kekayaén desa dlatur dalam Perat:uran;' . '



(2) Status penggunaan kekayaan desa dltetapkan dengan:".:-}
chutusan Kepala Desa - - . :

. N P . .. . PaSal 10 ‘ - . . N .
(1) Penetapan status ‘penggunaan kekayaan desa sebagmmana -

dimaksud dalam Pasal 9 ayat {2) diusulkan Sekretaris Desa

" untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Penetapan status penggunaan kekayaan desa sebagalména‘
- dimaksud pada  ayat (1) dalam rangka untuk.

” penyelenggaraan tugas pokok dan fung31 pemermtahan L

o BAB VIII
PENATAUSAHAAN
Bagxan Kesatu_
Pembukuan

Pasal 11

_': Sekretans Desa melakukan pendaftaran dan pencatatan> o
 kekayaan milik  desa ke . dalam Daftar Barang menurut_vv*:ﬁ-'-v

penggolongan dan kodeﬁkasx barang

Baglan Kedua
' Inventansa31
Pasal 12

1) Sekretans Desa melakukan 1nventarlsa31/ sensus kekayaan S

desa sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

= ,,(2) Sekretaris Desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi/ = o |

~ sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala '
~Desa selambat-lambatnya 3 (tlga) bulan setelah sclesalnya,
1nventansa51/ sensus. . .

Baglan Ketlga
Pelaporan .
Pasal 13

' (1) Sckretans Desa menyusun Laporan Barang Semesteran
(LBS) dan. Laporan Barang Tahunan (LP’I‘) untuk I

- disampaikan kepada Kepala Desa.

L -(2) Kepala Desa menyampaikan laporan kekayaan desa berupa' o

_tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan kepada
- Bupati melalui’ Camat setiap - ‘akhir tahun anggaran atau
. sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagajmana L E
“ dimaksud pada ayat (2) merupakan baglan dan Laporan' SRR

Pertanggung)awaban Kepala Desa S e



x PEMANFAATAN
Baglan Kesatu -
J enis Pemanfaatan
’ ‘.':Pasal 14"

- 1) Jems pemanfaatan kekayaan desa berupa
: 1.._3a sewa, D

- b pmjam pakeu
‘g’fﬁ,c ‘kerjasama Pemanfaatan - a
~d." bangun serah guna dan bangun guna serah
(2) Pemanfaatan ‘kekayaan desa sebagaimana dlmaksud pada‘..!
S ayat 1) selam tanah dan/ atau bangunan dlatur leblh lan_]u -
" dengan Peraturan Desa. .
V(S) Pemanfaatan kekayaan desa sebagalmana dunaksud pada»-
o ayat (1) tldak merubah status kepemlhkan kekayaan desa

' Baglan Kedua

[ Kepala Desa T S L e
(2) Jangka waktu pemanfaatan sewa sebagmmana dlmaksudb'
- . pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap tahun, =~ -
'(3) Sewa sebagmmana dxmaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.
-dilakukan dengan’ surat pexjanjlan sewa menyewa yang"
. sekurang—kurangnya ‘memuat: i S e
~“a.” pihak-pihak yang terkait dalam pexja.n_]lan,
~b.. obyek: peljanjlan kerjasama pemanfaatan
c.  jangka waktu; - S
1. - hak dan kewapban para plhak
e b.-penyelesalan perselisihan; = -
f. keadaan di luar kemampuan para plhak ( foroe ma_}eure ),
A pemnjauan pelaksanaan pexjanjlan S v

: j_pertaman dan lahan perkebunan pemanfaatannya dengan B

. 'sewa yang pelaksanaannya dllelangkan setiap tahun.

(2) Jangka ‘waktu/ lamanya ‘sewa ' tahunan - sebagalman

dlmaksud pada ayat (1) dlmulal tanggal 1 Oktober sampa_l

D dengan 30 September tahun benkutnya -

: q (3} ‘Tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa dllarangi,
“disewakan lebih dari_ 1 (satu) tahun sebelum memperoleh jin
tertuhs darl Bupatl T




,.(4) Tanah kas desa yang bcrfung31 selam untuk lahan pertanlan--"' o

dan lahan perkebunan yang pemanfaatannya dengan sewa L |
paling lama 3 (tlga) tahun dan dapat dxperpanjang sesual’ R

kesepakatan

Pasal 17

i (1) Pemanfaatan kekayaan desa bei'upa pmjam paka1 i;; |
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ‘ayat (1) huruf b - .
hanya - dilakukan antara Pemenntah Desa ., dengan L

S Pemerintah Desa lamnya
. ;(2) Dikecualikan dari pinjam pakau sebaga.lmana dunaksud pada'
ayat (1) adalah tanah dan bangunan. .= -

v ,'(3) Pemanfaatan kekayaan desa befupa pln_] am p aka1

sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (1) dan ayat . (2)
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa. '

,(4) Jangka waktu pinjam paka1 paling lama 7 (twjuh) hari dan"f; o

v dapat diperpanjang.” L
(5) Pinjam pakai sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan,_

dengan - surat peljanjlan pmjam pakaJ yang sekurang-_ e

: __: kurangnya memuat : . SR ‘
o a. pxhak-plhak yang tcrka1t dalam peljanjlan, TS

 obyek perjanjian’ plnjam pakal A
jangka waktu;
~ hak dan kewajiban para plhak

penyelesalan perselisihan; =
force ma_]eure dan; - -
“ penmjauan pelaksanaan perJ anjlan

K ﬁsvp-.o op

, Baglan Keempat
Kexjasama Pemanfaatan
Pasal 18 o

o , Pemanfaatan kekayaan desa berupa keljasama pemanfaatan R
sebaga1mana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dllakukan atas

©  dasar: -

. ©a. mengoptlmalkan daYa guna dan hasll guna kekayaan o

desa;
b meningkatkan penenmaan/ pendapatan Desa B
(2) Kerjasama = pemanfaatan kekayaan - desa. sebagalma.na :

" dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan /atau bangunan e

_ dxtetapkan dengan Keputusan Kepala Desa o
Pasal 19 |

Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagalmana dlmaksud e o

" dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah - L

mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

V Pasal 20

Kexjasama pemanfaatan‘ kekayaan desa dllaksanakan dcngan .

o kctentuan sebaga1 berxkut



t1dak tersedla atau tldak cukup tersedla dana dalam L

. APBDesa untuk memenuh1 beaya operaswnal/ pemehharaan
: kekayaan desa; o
penetapan - mitra keljasama pemanfaatan berdasarkan L
‘musyawarah mufakat antara. Kepala Desa dan BPD; . et
- ditetapkan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

tidak dibolehkan ) menggadmkan/menundah tangankan

- kepada pihak lain; .
. jangka waktu palmg Iama 3 ( t1ga) tahun _ dan ‘dapat -

dlperpanjang

Pasal 2 1

Kex]asama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat~ o

@M a..o o p

ge)
' bangun guna serah sebagaimana dunaksud dalam Pasal 14

.. peljanpan kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat
p1hak-p1hak yang terkait dalam pexjanpan, : :
. obyek perjanjian kezjasama pemanfaatan |
- jangka waktu; .
. hak dan kewa31ban para pzhak
- penyelesaian perselisihan; -

keadaan di luar kemampuaxi para plhak { force majeure )

- pemnjauan pelaksanaan pexjanpan

' Baglan Kehma S B
Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah
. . Pasal22 IR

Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan |

~ayat (1) huruf d dilakukan atas dasar:
a. pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasﬂltas

‘bagi penyelenggaraan pemermtahan ‘ desa untuk L

kepentingan pelayanan umum;

- b. tidak tersedia.dana’ dalarn APBDesa untuk penyed1aan

@)
B

@)

bangunan dan fasilitas.
Pemanfaatan kekayaan dcsa sebagaxmana d1maksud pada

ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD ..
dan ijin" tertulls dari Bupatl dan dltetapkan dalam Peraturan S

Desa.
Jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun ~
serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu .
- dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Kepala Desa. -

Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada .ayat (3)
disampaikan kepada Kepala Desa untuk dgadlkan bahan
pertimbangan. .

Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan |
‘bangun guna serah dilakukan dengan surat peqan31an yang

- sekurang-kurangnya memuat :

. pxhak-plhak yang tenkat dalam penan_uan,
. objek perjanjian; . - o
jangka waktu;

hak dan kewajiban para pihak; -
penyelesalan persehslhan, o : .

a
b T - . . ..

- d-,. bagi hasil usaha yang layak dan waJar, o
e -
f



g keadaan dlluar kemarnpuan para p1hak atau (force

majeure), dan
' h. pemnjauan pelaksanaan peganjlan

- : Baglan Keenam
- Hasil Pemanfaatan Kekayaan Desa
Pasal 23

(1) Hasﬂ pemanfaatan kekayaan desa sebagalmana dlmaksud

~ dalam Pasal 14 merupakan penerimaan desa.

(2) Seluruh penerimaan desa sebagaimana dunaksud pada aYatj el

(1) waij d1setorkan pada rckemng kas dcsa

' . BABX S
LELANGAN TAHUNAN TANAH KAS DESA .
..~ . BagianKesatu
Pelaksanaan Lelangan
Pasal 24

(1) Sewa tanah kas desa dengan 31stem lelangan tahunan’:-
- sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) pelal«;sanaan '

lelangannya dilakukan secara terbuka di Balai Desa.

v(2) Pelaksanaan lelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)‘,_.',_‘ .
- diikuati oleh peserta lelang dari pcnduduk desa setempat, - -
“ kecuali sebagai lahan perkebunan dapat d11kut1 oleh -

penduduk diluar desa yang bersangkutan

, (3) Dalam hal lelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat'

~(2) tidak diperoleh pemenang lelang, diadakan lelangan ulang

- dan dapat dengan mengikut sertakan warga masyarakat:’ Lo

. umum dﬁuar desa setempat

Pasa.l 25

s (1) Pelaksanaan lelangah tahunan tanah kas dcsa dllakukan

“ oleh Panitia Lelangan Tanah Kas Desa.

‘ : (2) Panitia Lelangan Tanah Kas Desa sebagaxmana dlmaksud'-

~pada ayat (1) Pasal ini terdu'l dari :
a. Panitia Pengawas; :

'b. Panitia Pengarah; -

c. Pan1t1a Pelaksana Lelangan

Pasal 26 o

e (1) Pamtla Pengawas Lelangan ’I‘anah Kas desa sebagalmana"

“dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a Peratura.n ini
~ terdiri dari:
- '. a. Asisten Pemenntahan sebaga1 Ketua,

e S ' - b.Kabag Pemenntahan Desa dan Kelﬁrahan sebagal L

S Sekretaris; -
.- c. Inspektur sebaga1 Anggota

- .(2) Panitia Pengarah Lelangan Tanah Kas Desa sebagalmana.

dimaksud dalam Pasal 25. ayat (2) huruf b Peraturan ini

- terdiri dari: © -

a. Camat sebagai Pengarah o

b ~Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretans
Kas1 Tata Pemenntahan sebaga1 Anggota



@

© b

Panma Pelaksana Lelangan Tanah Kas Desa sebagalmanal : ¥ v,
~ dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c terdm dan B a

memfasilitasi- penyelesalan permasalahan yang berkenaan_ T

dengan lelangan tanah kas desa

Pasal 28

-~ a. Kepala Desa sebagai Ketua; .
 b. Sekretaris Desa sebagai Sekretaris; .
~ c. Kasi Pemerintahan sebagai Anggota
~d. Ketua BPD sebagai Anggota; 5
e Ketua LPMD sebagau Anggota
R ’ . Pasal 27 : o
s ’[‘ugas Pamua Pengawas Lelangan sebagaumana dlmaksud dalam B
 Pasal 26 ayat (1) adalah : . -
- monitoring pelaksanaan lelangan tanah kas desa, . SRR
memberikan pembinaan dan pengarahan apabila dlperlukan S
- dalam rangka pelaksanaan lelangan tanah kas desa; B

o Tugas Pan1t1a Pengarah Lelangan sebagmmana dlmaksud dalam.;_;f o

~ Pasal 26 ayat (2) adalah :
" a. ‘'memfasilitasi adanya petunjuk tekms pelaksanaan leIangan.«
- tanah kas desa; - L
memberikan pembinaan, pengarahan dan pengendahan e
. proses lelangan tanah kas desa; -
memberikan saran dan/atau pertxmbangan kepada Pan1t1a C

- Pelaksana Lelangan apabila diperlukan; -

memfasilitasi penyelesaian permasalahah yang berkenaanfl o o

. dengan lelangan tanah kas desa S

Cas

Pasal 29

SR 'I‘ugas Pan1t1a Pclaksana Lelangan sebagaxmana dlmaksud dalam, -

" Pasal 26 ayat (3) Peraturan ini adalah : B
.- mengadakan mventansam tanah-tanah kas desa yang akan
~ dilelangkan; = L
mengadakan pengecekan ke setxap 10kas1 tanah-tanah kas o
desa; - I
- menyclenggarakan Ielangan tahunan tanah tanah Kas Desa, -

membuat Berita Acara Lelangan, .

.- memusyawarahkan dan menyelesaikan semua permasalahan .
" yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan lelangan;
. menyetorkan biaya - operasional dan mempertanggung

~ jawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang .

o berlaku;

- (1)

melaporkan hasﬂ pelaksanaan Lelangan kepada Bup atx':_
melalulCamat : , DRt -

| Bagxan Kved'i:ia
" Biaya Lelang
- Pasal 30 o

Dalam mcn_]alankan tugas atas pelaksanaan Ielangan tanah
~ kas desa, Panitia Lelangan diberikan Blaya Operasional

‘ palmg txnggl sebesar 5 % (lima persen) dari perolehan hasil
lelangan- yang dlbcbankan pada Anggaran Pendapatan dan'

‘. : Belanja Desa

i ¢ Rl e e 4 e e o .

e e o e




(2] Blaya Operasmnal sebageumana dlmaksud ayat (1) pasal ini - . .

. penggunaannya diatur sebagai berikut : v
+ a.untuk biaya operasional Panitia Pelaksana Lelangan‘
sejumlah 2 % (dua persen);

o "f':j b.untuk biaya operasmnal Panma Pengarah Lelanganl o

~sejumlah 1,5 % (satu koma lima persen);

 c.untuk biaya operasional Panitia Pengawas Lelangan - o

: se_]umlah 1, 5 Y% (satu koma l1ma persen)

o Baglan Ketlga
~Tata Cara Lelangan
Pasal 31

'7,;'.' -'(i’)' Sebelum dladakan lelangan tanah kas desa, Kepala Desa S

- mengajukan permohonan pelaksanaan lelang tanah kas desa

- kepada Camat dengan’ dllengkapl daftar tanah tanah kas I

.~ desayang akan dilelangkan.
 (2) ‘Sekurang-kurangnya 3 (tiga)- ‘hari’ sebelum pelaksanaan'.

lelang Panitia Pelaksana Lelangan membuat pengumuman

» akan diadakannya lelangan tanah-tanah kas desa. s
- (3) Sebelum lelangan  dimulai Panitia Pelaksana Lelangan

" menetapkan harga dasar lelang dengan bcrpedoman pada o -

~ hasil lelangan tahun lalu.

:. =_(4) Dengan berpedoman “harga daisar lelang scbagalmana

- dimaksud ayat (2) Panitia Pelaksana Lelangan menawarkan '
- kepada peserta lelang untuk mengadakan lelangan.

SR ’(5) Penawaran peserta lelang minimal sebesar harga dasar lelang a

dan untuk penawaran yang tertmggl dxtetapkan sebaga_l R

-~ pemenang lelang.

S .(6) Apabila penawaran- tidak mcncapau batas m1mmal (harga o

dasar lelang) sebagmmana dimaksud ayat (5), Panitia -
Pelaksana Lelangan mengadakan musyawarah untuk

e mengambll keputusan o
L (7) Pelaksanaan lelangan tanah kas desa dltuangkan dalam

‘Berita Acara = Lelangan dan ditanda tangani oleh Pan1t1a o

. ‘: Pelaksana Lelangan dan pemenang lelang

S Baglan Keempat IR
Hak Dan Kewaijan Pemenang Lelang
S - Paragraf Kesatu - .

Hak Pemenang Lelang
o Pasal 32

Pemenang Lelang berhak mengelola dan mengusahakan tanah’
kas desa yang diperoleh dalam lelangan secara layak sesuai -
peruntukannya dalam jangka waktu yang telah dltentukan S0

- sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 16



- Paragraf Kedua
Kewajlban Pemenang Lelang

{1) Pemenang lelang 'wa_]lb membayar sejumlah ) harga/ nilai
. . lelangan yang’ dlrnenangkannya kepada’ Panitia Pelaksana
“Lelangan pada saat diadakan lelangan atau paling lambat 15
‘(lima belas) han se_]ak”‘ d1laksanakannya lelangan dengan"

- ketentuan : i -
a. tahap pertama berupa uang muka mlmmal sebesar 50% :

L (llma puluh persen) f’dlbayarkan pada saat dladakan

‘tahap kedua sebesar kekurangan n11a1 lelangan yangv

“belum dlbayar pallng lambat 15 ( llma belas ) har1 setelah

pembayaran tahap pertama. - '
(2) Hasil lelang sebagmmana d1 r aksud'pada ayat (1) seluruhnya.
_ disetorkan ke Kas Desa. - » :
(3) Pemenang- lelang mengusahakan vpengelolaan tanah seca_ra‘?

- -layak: dan- ‘maksimal - menurut ‘norma-norma- yang berlaku
5 - dalam *; pengeI]aan tanah y' g dlmangkan dalam pegan_uan"_
" 'sewa Tanah Kas Desa. - ' -

). Setelah _]atuh tempo masa sewa berakhlr, tanah dlserahkanE
“kembali kepada desa, apablla da.lam penyerahan/;
pengemballan meleb1h1 Jangka Waktu pelelangan yang

~ - disebabkan: masih - ada- tanamannya, ma.ka ‘pihak penyewa

- -wajib - membayar ‘ganti’ rugi ke desa yang besarnyaf
"”dlmusyawarahkan dengan Pan1t1a Pela.ksana Lelangan

. a mengahhfung&kan ‘penggunaan’ tanah kas desa untuk}
. selain tanaman pertanian- dan" tanaman perkebunan
‘b. mehmpahkan pengelolaan / pengusahaannya kepada plhak’
- lain tanpa seijin dari Panitia Pelaksana Lelang, - , '
(2) Pemenang lelang yang tidak - dapat memenuhl ketentuan;
- pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)
“huruf a dan b dinyatakan batal sebaga1 pemenang lelang dan
' uang muka tidak bisa ditarik kembali. o ;
-(3) Uang muka’ sebagalmana dimaksud pada ayat (2) menjadl
.. milik pemenntah desa. e
-(4) Pemenang lelang yang: karena . sesuatu hal mengundurkan’
+diri, maka’ yang . bersangkutan dllarang meng1kut1 lelangv
- untuk satu masa sewa tahun berikutnya. H :
- (5) Keterlambatan penyerahan kembali- Iahan tanah kas desa
. setelah habis masa sewa disebabkan masih adanya tanaman’
~dan/atau adanya sebab-sebab lain, Panitia Pelaksana Lelang‘-
' dapat- mencabut pengelolaan tanah kas desa- tanpa memben:
}.ganu rug1 berupa apapun




| BABXI | o
’ PERUBAHAN FUNGSI DAN S’I‘ATUS KEPEMILIKAN '
: KEKAYAAN DESA - :
L Bagian Kesatu '
Perubahan Fungsi Kekayaan Desa
: Pasal 35

. (1) Se'uap pembahan fungs1 kekayaan desa berupa tanah‘ o

~dan/atau  bangunan  diupayakan - dalam kerangka'

- memperkuat penyelenggaraan pemenntahan, pembangunan L

‘dan pemberdayaan masyarakat desa.

; (2) Perubahan fungsi atas kekayaan desét dltetapkan dengan :

Keputusan Kepala - Desa setelah memperoleh persetujuanf
' tertuhs dari Bupatl ' . : :

I Baglan Kedua LA
Pembahan Status Kepemlllkan Kekayaan Desa f _
R "’Pasal36  » v
( 1) Perubahan hak kepemlhkan kekayaan desa dapat dllakukan
- . untuk: : B RSN i}
' a. tanah dan/atau bangunan _ o
b. selain tanah dan/atau bangunan.

" (2) Perubahan hak kepemilikan kekayaan" desa berupa tanah

~dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ’
‘huruf a tidak memerlukan persetujuan BPD apabila :. .
‘a. harus' dihapuskan karena“ anggaran ‘untuk bangunan'
pengganti  sudah - dlsedlakan ) dalam : dokumen
- penganggaran. - .© -
~b. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadllan yang :
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/ atau
berdasarkan ketentuan perundang-undangan . :
Perubahan hak kepemilikan kekayaan' desa’ berupa tanah'
" tidak boleh dilakukan kecuali untuk kepentingan umum. . .
(4) ‘Perubahan hak kepemilikan tanah kas desa ditetapkan
dengan Keputusan Kepala “Desa = setelah ‘mendapat
persetujuan BPD dan 1_]1n tertuhs dan Bupatl dan Gubernur
apablla - .
~a..sudah tldak sesuai dengan tata ruang Wllayah atau
 penataan kota dan/atau; = : 3
b. diperuntukkan bagi kepentlngan umum.

.(5) Kekayaan desa berupa tanah dan/atau baﬁgunan yang o

diperuntukkan - bagi kepentingan —umum sebagannana o
dlmaksud pada ayat (4) huruf b adalah untuk: S T
“a. pertahanan dan Keamanan Nasional;

| ~b. . jalan Umum, Jalan Tol, Terowongan, JaIur Kereta Apl )

: ST Stasiun Kereta Api dan Fasilitas Operasi Kereta Api;: o
' “c. waduk, Bendungan, Bendung, Irigasi, Saluran Air
. Minum, Saluran Pembuangann A1r dan Samta31, dan'
R Bangunan Pengairan Lainnya; BRI :
~d. pelabuhan, Bandar Udara, dan Termmal
2 infrastruktur Minyak, Gas, dan Panas Buml, o
" f. pembangkit, Transm131 Gardu, Janngan, dan DlStI‘lbuSI-
Tenaga Llstnk ‘ ' v L - :



Janngan Telckornumka& dan Informa’uka Pcmerlntah
h. tempat Pembuangan dan Pengolahan sampah '
i rumah Sakit Pemerintah/ Pemermtah Daerah
fasﬂltas keselamatan Umum, o »
k. tempat Pemakaman Umum Pemenntah/ Pemenntah
- -Daerah; - i :

- 1. -fasilitas - Sosml Fa3111ta81 Umum dan Ruang Terbuka?

-~ Hijau Publik; o SO .
. cagar Alam dan Cagar Budaya, .
' kantor. Pcmenntah/ Pemerintah Daerah / Desa -

‘o’ penataan Pemuklman Kumuh . Perkotaan - dan/ atau‘
. Konsolidasi Tanah, serta Perumahan untuk masyarakat'
P "berpenghasﬂan rendah dengan status sewa; - - .

. _prasarana Pendldlkan ' atau Sekolah Pemermtah9
o/ Pemenntah Daerah S v
Q.. prasarana - Olahraga merintah - ‘,/Pemermtah}
_j";rﬂDaerah dan LA SRS :

. 1. pasar Umum dan Lapangan Park1r Umum SRR R

'},,T;Z’Perubahan hak: kepemlhkan kekayaan desa- selam tanah'

- dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

~huruf b yang bernilai lebih dari: Rp. 5. 000. 000 00 (llma Juta'

.7 rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

;';]Kekayaan desa berupa ‘tanah dan/ atau bangunan yang ,

- -harus . d1hapuskan ‘karena = anggaran - untuk bangunan'{ -

" pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran

' sebagalmana dlmaksud pada ayat ) ‘huruf a. ‘adalah

- bangunan - yang “berdiri - di - atas - tanah - tersebut untuk

dirobohkan" ‘yang selan_]utnya dldlnkan bangunan baru di

'atas tanah yang sama. (rekonstruk31) sesuai dengan alokasi
| “telah - dlsedlakan dalam | dokumen"

- penganggaran. - E
: Kekayaan' desa berup . tanah. an/ atau bangunan yang -
dikuasai negara berdasarkan  putusan pengadﬂan yang
telah . memperoleh - kekuatan “hukum  tetap dan/atau
bcrdasarkan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana . .
- dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kekayaan desa yang =~ -
" ditetapkan ' -sebagai . pelaksanaan perundang-undangan Lo
- karena adanya putusan pengadilan atau penyitaan. ST
‘Kekayaan desa berupa ‘tanah dan/ atau - bangunan yang"
" ‘sudah  tidak sesuai  dengan ‘tata ruang ‘wilayah atau
_:_f;.'penataan kota sebaga.lmana dlmaksud pada ayat (4) huruf a -
‘- ‘adalah " lokasi ' tanah ‘dan/atau “bangunan - milik ‘desa’
_L""-‘dlmaksud terjadi perubahan peruntukan dan/ atau fungsi.
f:'_ ~kawasan wilayah, mlsalnya ‘dari peruntukan} .w11ayah‘
Gl perkantoran menjadl w11ayah perdagangan -
A 10) Tidak sesuai dengan penataan kotaartinya atas -tanah
dan/ atau bangunan milik desa’ dimaksud perlu: dilakukan
- penyesuaian,  yang beraklbat’-'pada‘* perubahantf tanah‘
:dan / atau bangunan tersebut : :
' > Baglan Ketlg
Bentuk Perubahan Status Kepemlhkan Kekayaan Desa
: : " Pasal 37. : -~
entuk perubahan status kepemlhkan kekayaan desa mehputl
' penjualan /pelepasan, .




b tukar menukar

(1) Dalam rangka perubahan status. kepermhkan kekayaan desa
el ',fdlbentuk Panitia’ Pelaksana - Muta81 Kekayaan Desa dengan
Keputusan Kepala ‘Desa - dan T1m Pertlrnbangan Mutasx.:
Kekayaan Desa dengan Keputusan Bupat1 L :
) Panitia - Pelaksana sebagmmana dxmaksud pada ayat (1],
;_”keanggotaannya ‘berasal ;- dari unsur Pemenntah Desa,3
- Lembaga -Desa dan ' ‘Tokoh Masyarakat yang Jumlahnya
i’;?dlsesua1kan dengan kebutuhan dengan komposisi: . o
“a.unsur Pemerlntah Des “maks1ma1 20 % (dua puluhi
o persen) SRR PR :
- ‘b.unsur lembaga desa maks1ma1 40 %(empat puluh persen) v
_c. tokoh' masyarakat desa maksunal 40 .(empat puluh'
N persen) Tl
S (3) .Tugas Pamtla Pelaksana Muta31-Kekayaan Desa sebaga1mana'
=;:d1maksud pada ayat (1) adalah : NS L
. meneliti - bukti penguasaan ata kekayaan desa : berupai;
tanah dan/atau bangunan atau selain’ tanah dan/atau:
" bangunan .- ‘yang - akan. dijual/dilepas serta  meneliti
administrasi calon tanah penggantmya/ atau penukarnya :
b. : meneliti_ ‘kondisi- loka31 ‘dan keadaan 11r1gkungan ‘tanah
dan/ atau bangunan dltlnjau dari aspek sosml ekonoml ‘
- -budaya dan kepentlngan Pemenntahan Desa, o :
. memberikan - sosialisasi - kepada masyarakat _ me gena1
ffrencana dan tu]uan pen_]ualan/ pelepasan kekayaan desa . *
d1ketahu1 oleh" '

. ketiga/ pemohon, g L e
..~ membuat . Berita - Acara»;,_ Penak31ran Tanah dan/atau
- Bangunan serta tanah pengganti tanah kas desa e
"g. memberikan - ‘saran . pertlmbangan kepada Kepala Desa”v R
" baik diminta ‘maupun tidak, terhadap - hal-hal yang
- berkaitan - dengan pelaksanaanﬂv penjualan/ pelepasan
" kekayaan desa; - i
. melaksanakan tugas tugas Ialn yang berkenaan dengan}_‘
rimuta31 kekayaan desa. - e 1o ;
4) ';-’I‘ugas “Tim - Pertlmbangan i Mutasi o 'Kekayaan Desa
;{v__:?*.sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah: . W
a. ‘mengadakan penelman kelengkapan’f berka - S
S .f_.':adm1n1stras1 mutasi kekayaan desa; L
'b.. mengadakan” pengecekan ‘lokasi - mengena; muta31
© kekayaan desa maupun tanah penggantl kas desa; -
S membenkan pertlmbangan terhad p - muta81 kekayaan_
S desa, : ' : :
;‘:'ivmembenkan pertlmbangan mengeneu tanah‘ yang akan
d1be11 oleh desa, o S o




pelepasan tanah kas desa oleh Bupati;

- teknis mutasi kekayaan desa; ,
g melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupau

Pasal 39

aizgn_%al 37 huruf a dilaksanakan dengan pertxmbangan

_ dijual/dilepas;
 b. untuk peningkatan pelayanan masyarakat d1 desa, S

- sebagai akibat pengembangan organisasi;
- tidak cocok lagi dengan peruntukan tanahnya, terlalu

- efektif lagi untuk kepentingan dinas; = -
. e. optimalisasi pengelolaan kekayaan desa™  .* o
f. dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan pemenntah‘_
Gl desa tidak tersedia dalam APBDesa, :
(2) Penjualan/pelepasan kekayaan desa selain’ tanah dan/atau. 3
© - bangunan dilaksanakan dengan pertimbangan: o
" a. untuk optimalisasi kekayaan desa; dan L :
 b. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- o
S undangan yang berlaku R L

Pasal 40

UL “berikut : S :
C o a Pihak Ketlga menga_]ukan permohonan pembehan/ pelepasan‘ ,

; ]tembusan BPD dengan dilampiri:
o Apabila Pemohon orang perseorangan dlsertakan pula
: “a) Foto Copy KTP pemohon; -
b) Pernyataan Kcsanggupan bermeterel cukup bagr' v
pemohon untuk menanggung segala biaya yang tlmbul- :

- ‘desa.
2. Apabila Pemohon berbadan hukum dlsertakan pula
- . a). Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP ),
.~ . b). Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha; =~ R
- c) Pernyataan Kesanggupan bermeterel cukup bag1

" tanah kas desa. ~

‘tanah kas desa kePalda Kepala Desa berdasa:kan -
' perencanaan desa; - : :

- sebagaimana dimaksud huruf a dan/atau b, Kepala Desa
. membentuk Panitia - Pelaksana ‘Mutasi Kekayaan Desav}
o _dcngan Keputusan Kepala Desa, A - .

e membiiat ‘Berita ~Acara Tim Pertlmbangan atas
'pelaksanaan pelepasan sebagai- bahan pertlmbangan 1Jm L

f.  melaksanakan tugas lain yang - berhubungan dengan_?: IV

a secara ekonomis leblh menguntungkan desa apab11a '

o ~¢. untuk memenuhi kebutuhan organisasi pemermtah desa _
" d. tanah dan/atau bangunan pemerintah deSa yahg sudah o

| - sempit dan bangunannya sudah tua sehmgga tldak"g

ER Tata cara pelaksanaan penjualan/pelepasan tanah kas’ desa,’ ‘,
‘ sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal 37 huruf a adalah sebagal

- tanah kas desa  ditujukan - ‘kepada - Kepala Desa dengan‘_ o
- akibat pelaksanaan pelepasan ‘hak atas tanah kas"’ o

pemohon untuk menanggung ‘'segala biaya yang
~ timbul - akibat pelaksanaan pembehan/pelepasanf N

b Sekretans ‘Desa. mengajukan sul- penjualan/ pclepasan'v-;, .

" “c.. Berdasarkan usul - pembellan/ Pelepasan tanah kas desa'-‘ o



P ‘Kepala Desa bersama Pan1t1a Pelaksana mengadakan‘

musyawarah desa bersama Lembaga Desa, - - Tokch

Masyarakat untuk membahas rencana pembelian/ pelepasan

tanah kas desa dan hasil musyawarah -tersebut sebagai -

bahan dalam penyusunan Rancangan Keputusan Kepala -

Desa;

; Kepala Desa mengajukan permohonan persetu_;uan s
‘rancangan  Keputusan Kepala Desa tentang pembelian/
‘pelepasan tanah kas desa yang memuat Pihak yang akan

membeli, Luas, Kelas, Persil atau data tanah yang akan -

5v-_""d13ual/d11epas, Nilai Penaksiran, dan. persyaratan lam yang :

dianggap perlu kepada BPD;

f. Berdasarkan permohonan sebagaumana dlmaksud huruf e,
'BPD melakukan pembahasan, apabila menyetujui terhadap =
' Rancangan Keputusan Kepala Desa maka dituangkan dalam

- Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Keputusan
-'Kepala Desa' dan selanjutnya Kepala Desa mengajukan
permohonan -ijin - pen_;ualan/ pelepasan tanah -kas desa

kepada Bupatl Karanganyar melalul ‘ Camat dengan'

~ dilampiri: . -
o o Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pamtla ‘
© - Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa;

N 2. Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan/

“Pelepasan Tanah Kas Desa; -

" 3 " Berita - Acara Musyawarah BPD tentang Pembahasan"

. 'Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pen_]ualan/
- Pelepasan Tanah Kas Desa, T
4. Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa tentang.

Persetujuan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang o

- Penjualan/Pelepasan Tanah Kas Desa; -
5. Daftar Inventarisasi Tanah Kas Desa; S
- 6.. Turunan Letter C dan/atau foto copy sertipikat tanah /
-~ SPPT tanah kas desa yang akan dllepas/ duual maupun
tanah penggantinya;

ST  Gambar lokasi tanah kas desa yang akan dl_]uall dxlepas o
8. Gambar situasi tanah kas desa yang akan dl_]ual/dllepas e
9. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Status Tanah Kas

. - Desa; -
' 10 Surat Pcrnyataan Kcsanggupan bermetera1 cukup bag1~

-pemohon untuk menanggung segala biaya ‘yang -timbul
‘akibat pelaksanaan penjualan/ pelepasan tanah kas desa.’

" g. Sebelum memberikan rekomendasi atas permohonan Kepala .
- Desa, Camat meneliti berkas administrasi dan melakukan

L pengecekan lokasi terhadap = permohonan Kepala Desa’

' tersebut ' dan memfasilitasi = seperlunya, - kemudian
" meneruskan’ permohona.n Kepala Desa kepada Bupati -
- dengan. dlserta.l perhmbangan Camat atas permohonan o

tersebut;
. Dalam rangka pembenan um penjualan / pelepasan tanah kas

o ~desa, Bupati melalui Tim Pertimbangan Mutasi ‘Kekayaan - e

Desa melakukan - pengecekan dan penehtlan terhadap' :

- permohonan tersebut




.+ Pasal 42 huruf a dapat dilakukan _paling lambat 6 (enam}%

.
- harga. pasar setempat dan/atau N11a1 Jual Obyek Pajak , o

@ o
" pada harga pasar pada saat transaksi dllaksanakan dengan .

i
‘: :

Setelah dladakan pcngecekan sebagaxmana dlmaksud huruf B .
~ h dan memenuhi segala persyaratan, Bupati mengajukan
- permohonan ijin pelaksanaan penjualan/ pelepasan tanah
- kas desa kepada Gubernur, dengan disertai ijin Bupati dan"'
- dilampiri persyaratan sebagaunana dimaksud huruf f;- -
. Setelah mendapat jjin Gubernur, Rancangan Keputusan L
. Kepala Desa ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa dan'
- untuk selanjutnya Kepala Desa melaksanakan penJualan/ E
‘pelepasan tanah kas desa; - :
.- Dalam Pelaksanaan penJualan/ pelepasan tanah kas desa, .
'dlsyaratkan calon tanah pengganu harus leblh ba1k dan N
~ lokasinya di desa setempat o v o
Melaporkan ‘seluruh proses pelaksanaan penjualan/ R
- pelepasan tanah kas desa dan - hasﬂnya kepada Bupati =~
- selambat-lambatnya 3 - ‘bulan . setgelah ditetapkannya
Keputusan Kepala Desa Lo T

Pasa.l 41

,Perhxtungan penaksuan nilai ganu rugi berupa tanah harus , o

menguntungkan Pemerintah Desa dengan memperhatikan
(NJOP).

Perhltungan perklraan mla.1 bangunan dltaksxr berdasarkanv" o

memperhatlkan standansam dan Bupat1

.»Efv‘}» 3 Penggunaan uang gann rugi pelepasan kekayaan desa berupa,
- tanah dan/atau bangunan diatur sebaga1 benkut o
~++ _a. untuk membeli tanah pengganti; '
R pembangunan dan pembmaan kemasyarakatan desa;
,untuk blaya Operasmnal G- i

o

Pasald42
untuk ‘menunjang kegiatan penyelenggaraan pemermtahan,v |

Pasal 43

Pembehan/ pengadaan tanah penggantl : sebagmmana
.. . dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dllakukan oleh Pamtla
e . Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa. . .

@ B
i - dimaksud pada ayat (1) harus lebih baik dan berlokasi di .~

Pembelian/ pengadaan ‘tanah pengganu sebagmmanar

. desa setempat dan dlcatat dalam Buku Inventans Kekayaan
- Desa.

Pembellar‘l‘v tanah penggantl sebaga,lmana dlmaksud dalam

Setelah’ mendapat ijin Gubernur, desa dapat menenmé s
~ pembayaran uang ganti rugi pelepasan/penjualan kekayaan - -

S desa dan dlmasukkan d1 Rekemng Kas Desa pada Bank yang |
© . ditunjuk. - -

- (5)

Perolehan uang darl pelepasan/ pembayaran penjualan tanah" )

o _kas desa penggunaannya dikelola dalam APBDesa

- v. ‘(1‘)

T @88144) T
’I‘ukar menukar kekayaan-—desa sebagaxmana dlmaksud c
dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dengan perumbangan T
‘a. untuk optxmahsasx kekayaan desa E -,




b untuk ‘memenuhi kebutuhan operasmnal Pemenntahan"' o

 desa sebagai akibat pengcmbangan organisasi; dan

¢. tanah dan/atau bangunan pemerintah desa sudah tidak
- cocok lagi' dengan ‘peruntukan, dan tldak efektlf lagx;

- untuk kepentingan dinas.
o (2) Tukar menukar kekayaan desa dapat dxlakukan
- antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat ;
. antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah
-antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa;

pogp

 Pemerintah lainnya; -

e antara Pemenntah Desa dengan swasta atau perorangan o

= Pasal 45

(1) Tukar menukar kekayaan desa sebagaxmana dunaksud*‘ -

dalam Pasal 37 huruf b dapat berupa:

o - a - tanah- dan/atau bangunan yang- ma81h dlpergunakan,
 untuk penyelenggaraan ‘tugas - pokok dan fungsi
pemermtahan desa tetapi tldak sesuaJ. dengan tata rua.ng?-

wilayah atau penataan kota; .
b kekayaan desa selain tanah dan/ atau banguna.n

o ) (2) Penetapan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan o
 yang akan dlpertukarkan sebagaimana dlmaksud pada ayat‘

(1) huruf a dilakukan oleh Kepala Desa.

(3) Tata cara pelaksanaan tukar menukar sebagalmanav" BT
- dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan dengan ketentuan R

- sebagai berikut :

~. - al Pihak Ketiga mengajukan permohonan mkar menu“af.:- ”

: kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD, dllampm

1. Apablla Pemohon orang perseorangan dlsertakan;

 pula:
.a) Foto Copy K’I‘P pernohon ‘

b) Foto Copy Sertifikat - atau Kéterangan Kepemlhkan

Tanah dari = Pejabat  yang berwenang atas
: penguasaan tanah penukarnya S

c) Pernyataan Kesanggupan bermeterel cukup bag1 o

. pemohon . untuk menanggung segala biaya- yang

" timbul- aklbat pelaksanaan pelepasan hak atas‘

S tanah kas desa.
-2, Apablla Pemohon berbadan hukum dlsertakan pula

“a). Foto Copy Surat ljin Usaha Perdagangan ( SIUP); -

b). Foto Copy Akta Pendirian Badan Usaha;-

- ¢). Foto Copy. Serufikat atau Keterangan Kepemlllkan‘
’ Tanah * dari pejabat . yang berwenang atas

- penguasaan tanah penukarnya;

~‘d); Pernyataan Kesanggupan bermeterei cukup bagl* :
' pemohon untuk menanggung segala biaya yang
timbul akibat pelaksanaan tukar menukar atas, SRR

o tanah kas desa. ..
b Sekretans Desa mengajukan usul tukar menukar tanah

dan/atau bangunan kepada Kepala Desa berdasarkan‘

perencanaan dcsa

~ antara Pemenntah Desa ‘dengan Badan Usaha Milﬂ;
 Negara - atau Daerah “atau Badan Hukum M111k'

by W, o' i

. e ————




. Terhadap usul’ tukar menukar tanah dan/ atau bangunan'}-:»f »

. sebagaimana dimaksud huruf a dan/atau b, Kepala - .

~ Desa membentuk Panitia Pelaksana Mutasi Kekayaan’;.
Desa dengan Keputusan Kepala Desa; g

Kepala Desa bersama Panitia Pelaksana Mutasi Kekayaan" L

- Desa mengadakan musyawarah desa bersama Lembaga
- Desa, Tokoh Masyarakat untuk membahas rencana tukar

-~ menukar kekayaan desa dan hasil musyawarah tersebut

- - sebagai bahan‘dalam penyusunan Rancangan Keputusan T

" Kepala Desa;

. Kepala Desa . menga_]ukan permohonan persetujuan,

~ Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang tukar S

° 'menukar tanah dan/atau bangunan desa yang memuat -

~ Pihak yang akan menerima tukar menukar, Luas, Kelas, |

“Persil . atau data tanah yang  akan ditukar, Nilai -

- Penaksiran, dan persyaratan lam yang dlanggap perlu A
" kepada BPD; -

Berdasarkan permohonan sebagaumana dlmaksud huruf -

e, BPD melakukan pembahasan, apabila menyetujui
- terhadap Rancangan keputusan Kepala Desa maka
- dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetu_|uani_ e

" Rancangan Keputusan Kepala Desa dan  setanjutnya

.~ Kepala Desa mengajukan permohonan ijin pelaksanaan

"""f"-f{’tukar ‘menukar atas tanah dan/atau ‘bangunan desa = |

. kepada - Bupatl Karanganyar melalm Camat, dengan‘ _
- dilampiri: L

- L Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pamtla-?j 2

Pelaksana Mutasi Kekayaan Desa.

2 Rancangan Keputusan Kepala" Desa tentang 'I‘ukar o
e Menukar, Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Desa.

e 3 . Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pembahasan -
Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang 'I‘ukarf
Menukar Tanah dan/atau Bangunan Desa:

o 4 Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa: tentang —

v persetujuan ‘Rancangan Keputusan ‘Kepala Desa
- tentang Tukar Menukar Dan/Atau Bangunan Desa

5. Daftar Inventarisasi tanah kas desa.”

6. Turunan Letter C° dan/atau foto copy sertlplkat'

' tanah/ SPPT tanah kas desa yang akan dltukar'-_: L

maupun tanah penukarnya.

e 7. Gambar lokasi tanah kas desa yang akan chtukar_"ﬂv

maupun tanah penukarnya.. -

' 8. Gambar situasi tanah kas desa yang akan dltukar;:” L

maupun tanah penukarnya

-9, Berita Acara ‘kesepakatan atau pérsetuJuan mas1ng-?fiﬁz;?°f o

masing pihak terhadap tukar menukar tanah
dan/atau bangunan desa.

. 10 Surat Pernyataan Kepala Désa tcntang status tanahif{z o

- kas desa dan calon tanah pengganti. - : ,
11, Surat pernyataan Kesanggupan bermeterm cukup j
- bagi- pemohon untuk menanggung segala biaya yang

 timbul akibat pelaksanaan tukar menukar atas tanah S

kas desa , - v -



'g. Sebelum memberikan pertimbangan atas permohonan . -

- desa, . Camat meneliti administrasi, = melakukan
pengecekan lokasi terhadap permohonan desa tersebut
“dan memfasilitasi ‘seperlunya, kemudian meneruskan =
- permohonan Kepala Desa kepada Bupati dengan dlsertau C

rekomendasi atas permohonan tersebut; -

h ‘Dalam rangka - pembenan jjin tukar menﬁkar tanah

~dan/atau bangunan - desa, Bupatl melalui-  Tim

- Pertlmbangan Mutasi  Kekayaan Desa mclakukan -

pengecekan dan penelman terhadap permohonan
- -tersebut; o 4 :

| 1. - Setelah dladakan pengecekan sebagannana dlmaksud T

. Bupati mengajukan permohonan ijin pelaksanaan tukar
~menukar tanah dan/atau bangunan desa kepada = . .

L - Melaporkan seluruh proses pelaksanaan tukar menukar, o

o

“huruf h dan memenuhi segala persyaratan selanjutnya

Gubernur, dengan disertai rekomendasi Bupati dan -
~dilampiri persyaratan sebagalmana dimaksud huruf f; - '

~j.. Setelah mendapat ijin Gubernur, Rancangan Keputusan o

"~ Kepala Desa ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa = -

- dan untuk selanjutnya Kepala Desa melaksanakan tukar
menukar tanah kas desa atau bangunan yang akan, T

: dltukar, L

k. Dalam pelaksanaan tukar menukar, d1syaratkan lokasi -

- calon tanah penukar berada di desa setempat sedangkan

Iluasan, kualitas dan produktifitasnya minimal senilai- -
. serta pemermtah desa mendapatkan kompensaSI dan‘*» o

- proses tukar menukar tersebut;

" tanah kas desa dan hasilnya kepada Bupati ‘selambat-

lambatnya 3 bulan setelah dltetapkannya Keputusan

Kepala Desa

Pasal 46

lebah kekayaan desé sebagalmana dimaksud dalam Pasal 37 - o

~ huruf ¢ dilakukan dengan pertunbangan untuk kepentmgan

- sosial, - keagamaan, - kemanu31aan, ‘ dan penyelenggaraanf S

L pemermtahan |

B

Hibah sebagmrﬁana dlmaksud pada ayat (1),, harus’: _
 memenubhi syarat sebagax berikut : S e

-7 a." bukan merupakan barang rahasmi negara, ‘ v .
b, bukan merupakan barang yang menguasal haJat hlduP' ;

(b

“orang banyak

. “.c. tidak dlgunakan lag1 dalam penyelenggaraan tugas pokok;, S

L dan fungm dan penyelenggaraan pemermtahan

Pasal 47

Hlbah kekayaan desa sebaga.lmana dimaksud dalam Pasa1_46 S

ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

“as Sekretans Desa mengajukan usulan hibah kepada Kepala o

- Desa - dlSCI'tal alasan/pertunbangan dan. kelengkapan_. -
data;

“b.- Kepala VDesa menehn dan mengkajl : berdasarkan- S

~ pertimbangan dan syarat sebagalmana dlmaksud dalam:,:v

" Pasal 46




e dlatas Rp 50 000 000 000 (hma'puluh miliar rupiah)
s/d Rp. -100. 000 000 000- (seratus m111ar ruplah)
sebesar:

© {(Jumlah perhltungan blaya maksxmal sampau dengan
- “Rp. 50.000.000.000,-) ditambah (0,5 % kali sisa nilai
" tanah setelah dikurangi Rp. 50.000.000.000,-), maksimal

~ Rp. 1.150. 000 000 (satu mlllar seratus lima puluh Juta

~rupiah); - -

" i diatas Rp.’ 100 ooo ooo 000- (seratus m111ar ruplah)( o

-sebesar: o
" (Jumlah perhltungan blaya mak51mal sampm dengan

* Rp. 100.000.000.000,-) ditambah (0,25 % kali sisa nilai
- tanah setelah d1kurang1 Rp.100.000.000.000,-), maksimal -~ -

Rp.: 1.400. 000 000 - (satu m1har empat ratus Juta
rupiah).

3 j(4) Nilai tanah kas desa/ aset desa sebagalmana dlmaksud pada"

~ayat (2) didasarkan pada nilai jual harga: umum setempat

- yang dltetapkan oleh Pan1t1a Pelaksana Mutas1 Kekayaan s S

- Desa. -

e (5) Penerapan perh1tungan bxaya Operasmnal Pamtla Mutasi

Kekayaan Desa sebagaimana’ dimaksud pada ayat (3)

sebagalmana contoh pada Lampxran Peraturan Bupatl ini. o 3

o Pasal49" - - o o
'(1) Blaya operaswnal sebagalmana dxmaksud Pasal 48 ayat (1)
* tidak termasuk perhitungan nilai mutasi kekayaan desa. -

: (2) Biaya operasional sebagalmana dlmaksud Pasal 48 ayat (1)   o

dlbebankan kepada pemohon

o Baglan Kedua :
Penggunaan dan Pcrtanggung]awaban
Pasal 50 o )

= (1) Penerimaan blaya operaswnal muta51 kekéYaan* "dé'séi S

- digunakan untuk blaya operasional :

RS ~ a. Tim Pertimbangan Mutasx Kekayaan Desa sebesar 50 %v

~(lima puluh persen). - -
b, Panitia Pelaksana Muta31 Kekayaan Desa sebesar 50 %
(hma puluh persen) ' '

2) Blaya operasional - muta31 kekayaan desa sebagannana . o
’ dimaksud pada ayat (1). dlgunakan untuk honoranum, s

perjalanan dmas dan blaya umurm.

Pasal 51

) d (1) Penggunaan blaya~ operasmnal Tim Pértlmbangan Mutas1: o

-+ Kekayaan Desa dxpertanggung]awabkan kepada Bupati. »
(2) Penggunaan biaya operasional Panitia Pelaksana Mutasx ,
: Kekayaan Desa dlpcrtanggung]awabkan kepada Kepala Desa B




c Apabﬂa memenuh1 syarat sesuai peraturan yang berlaku
- Kepala Desa dapat mempertlmbangkan untuk menyetu_]ul :
- sesuai batas kewenangannya SR
d. Sekretaris - . Desa | melaksanakana_-- hlbah
B j?berpedoman pada persetu_]uan Kepala Desa, R e
." pelaksanaan serah terima barang yang d1h1bahkan harus'
= - dituangkan dalam Berita acara serah terima barang.
' 2) Hlbah sebagalmana dxmaksud ‘pada ayat (1)~ huruf ra.
- dilaksanakan = setelah mendapat persetujuan "BPD danf‘
Keputusan Kepala Desa.

BIAYA'OPERASIONAL MUTASI KEKAYAAN DESA

v Baglan Kesatu .
Perhltungan Blaya Opera
s Pasal 48 e

(1) Besaran’ biaya operasmnal muta31 kekayaan desa d1tentukanA
o »,pahng tlnggl sebesar 4 % (empat pers "n) dan n11a1 tanah kas

A.,f:h-maksnnal Rp 200. 000. 000,- (dua ratus _]uta ruplah), *-.v_{,;'f:i;.
. diatas - Rp.-'5.000. 000 000,- ~(lima - miliar = rupiah) - s/ dl
-'Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar ruplah) sebesar:
f{(Jurnlah perh1tungan ‘biaya" maksxmal sampa1 dengan"f
~Rp. 5. 000 000.000,-) dltambah (3 % kali sisa n11a1 tanah .
setelah d1kurang1 Rp 5.000.000.000,-) -~ maks1ma1

" Rp. 350.000. 000,- (t.lga ratus lima puluh Juta) i

’v.*'t;"_’."dlatas Rp 10. 000 000‘ 000, _ﬁ i (sepuluh mllxar ruplah).

B aks1ma1 sampal dengan'"
. Rp. 10. 000 000.000 ) 1tambah 2% kali sisa nilai tanah
i fsetelah “dikurangi - Rp. 10.000.000.000,-), maksnnal-::
" Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah); -
d. - dlatas Rp.  25. 000. 000.000,- - (dua puluh lima - miliar

_:_:T{_'ruplah) sebesar IR O
{Jumlah | perhltungan ‘biaya " maksxmal sampa1 dengan -
Rp.25.000.000.000,- ) dltambah (1 %: kali sisa nilai tanah.
',‘setelah dlkurangl Rp.- $25.000.000.000,-), maks1ma1j
Rp. 900. 000 000,- (sembllan ratus Juta rup1ah)‘ : "




: BAB XIII R
TATA CARA PEMANFAATAN

Pasal 52

;- (1) Pemanfaatan tanah‘ kas desa berupa sewa yang Ieblh dari 1.

(satu) tahun dan kerjasama pemanfaatan - serta dengan cara
. bangun  serah guna dan bangun guna. serah - dapat
- dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

~ (2) Permohonan ijin sebagaimana dlmaksud ayat (1) dxajukan'

“oleh Kepala Desa melalui Camat.

'(3) Setelah memperoleh ijin pemanfaatah kekayaan desa danv AR
‘Bupati, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa

N setelah mendapatkan persetujuan BPD

- BABXIV
HASIL PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

- Pasal 53

';’(1) Hasil pemanfaatan”kekayaan desa sébagalmana dlmaksud o

~dalam Pasal ' 14  Peraturan = Bupati i merupakan

penenmaan/pendapatan Desa . yang d1setor seluruhnya ke - | N
" Kas Desa dan dilaporkan - dalam pcrtanggung]awaban B

' APBDesa tahun yang bersangkutan.

o (2) Pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana vdlmaksud dalam
~Pasal 14 ayat (2) dikecualikan tanah dan /atau bangunan o

dlatur leblh lan_]ut dengan Peraturan Desa

o maBxv
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
, Baglan Kesatu - =

: Pcngamanan ‘ .

LT ‘ ' o Pasal 54 '

' ',(1) Kepala Desa Wa_]lb melakukan pengamanan kekayaan desa

yang berada dalam penguasaannya. @ ' -
’,(2) Pengamanan kekayaan desa- sebagmmana dxmaksud pada

o - ayat (1) mehputx pengamanan admlmstrasx, pengamanan» SR

ﬁsxk dan pengamanan hukum R

| Pasal 55

(1) Kekayaan desa ‘ber‘t;lpa ‘tanah harus dlsernﬁkatkan atasf}uv

nama Pemerintah Desa yang bersangkutan .

N ',(_2) Kekayaan desa. berupa bangunan harus dllengkap1 dengan :

~ bukti kepem1hkan ‘atas  nama. Pemermtah Desa yang -
' bersangkutan B : o o R K

ST ‘ B S Pasal 56 _ ' |
' (1) ‘Bukti kepemxhkan kekayaan desa wapb dlslmpan dengan
' tcrtlb dan aman. - . . . .



B :'ﬁ.b(2) Buktl kepemlhka.n kekayaan dcsa sebagalmana dlmaksud N
R ayat (1) dilarang untuk dialihkan,. ‘dijaminkan dan/atau
- dan/atau dipindah tangankan dalam bentuk apapun selain

~untuk kepentingan - desa sesuai ketentuan ‘peraturan e

: _'perundang-undangan yang berlaku

Baglan Kedua " ::
. Pemeliharaan
Pasal 57

o Ty Pemehharaan kekayaan desa berpedoman pada Daftarj |

» Kebutuhan Pemeliharaan Barang (BKPB). . .
. (2) ‘Biaya pemehharaan kekayaan desa dlbebankan pada
g Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ' o

e BABXVI SO
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA

Pasal 58

o ,f{(l) Penyertaan ‘modal - ‘pemerintah desa ‘atas kekayaan desa S

~dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan
~ peningkatan kinerja badan usaha mlhk desa atau badan .

 hukum lainnya yang dimiliki desa. .

(2) Penyertaan modal pemerintah desa sebagannana d1maksud R

pada ayat (1) dllakukan dengan pertlmbangan sebagal

o Abenkut .
a. kekayaan desa yang dan ’ awal pengadaannya

- dlperuntukkan bagl badan usaha milik desa atau badan - E
- hukum lainnya yang dimiliki desa dalam rangka o

. penugasan pemerintah desa atau -
© _ b. kekayaan desa lebih optimal apabila dxkelola oleh badan |

.+ usaha milik. desa - atau badan hukum lainnya yang v

" dimiliki desa balk yang sudah ada maupun yang akan', o
dlbentuk " L e S

e B : Pasa159 Loas S
EE ."'_(1)'Penyertaan 'modal pemenntah desa atas kekayaan desa
" dapat berupa :

oy a. tanah dan/ atan bangunan yang awal pengadaannya . -
dlrencanakan untuk dlsertakan sebagal modal pemenntah N
~desa’ sesuai yang tercantum dalam ) dokumen AT

. penganggaran; —
b. kekayaan desa selam tanah dan/ atau bangunan

o (2 ’Penetapan kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan R
.~ yang “akan  disertakan sebagal ‘modal pemerlntah desa - -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh = -

‘Kepala Desa sesuai batas kewenangannya setelah mcndapat ‘
persetujuan dan BPD : : . v Lo

o ' o Pasa160 o
',,.{Penyertaan modal Pemerintah Desa atas kekayaan desa dalam
 bentuk tanah dan/atau bangunan ‘sebagaimana dimaksud

DT dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a d11aksanakan dengan ketentuan}

: _} ‘sebagal benkut



t'z)

sekretans desa mengajukan usulan penyertaan modal

kepada Kepala Desa d1serta1 alasan/perﬁmbangan dan,- PR
- kelengkapan data; -

kepala desa - menehtl dan k ‘mengkaji berdasarkan

pertimbangan dan syarat sebagalmana dlmaksud dalam"
Pasal 58 ayat (2); : o
apabila memenuhi syarat sesua1 peraturan yang berlaku R

~ Kepala Desa dapat mempernmbangkan untuk menetapkan L
dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan'_ S
- disertakan sebagai modal pemerintah desa; - |
‘proses persetujuan penyertaan modal pemenntah desa -
* dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 . -
- ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2);

. kepala desa menyiapkan Rancangan Keputusan Kepala Desa A
tentang Penyertaan Modal Pemermtah Desa kepada BPD e

untuk ditetapkan;

sekretaris desa mélakukan serah tenma barang kepada_'
' badan usaha milik - desa atau badan hukum lainnya milik

desa yang dituangkan dalam ‘berita acara serah. tenma. "

e barang setelah Keputusan Kepala Desa d1tetapkan

PENGHAPUSAN

‘ . Pasa161 R ‘ s
Penghapusan kekayaan desa’ dari daftar kekayaan desa

. dilakukan dalam hal kekayaan - desa - sudah beralih |

" kepemilikannya, texjadl pernusnahan dan/atau karena' SIS
- sebab-sebab lainnya. - ' S

Yang dimaksud beralih kepennhkan dan sebab sebab la.mnya :

.- sebagaimana - dimaksud - ayat (1) karena kekayaan desa -

"~ dimaksud telah -terjadi ‘pemindahtanganan atau .dalam - -

. rangka -melaksanakan putusan pengadilan yang telah -
. memperoleh . kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada
. upaya hukum - lainnya sedangkan -sebab-sebab lainnya
"~ antara lain adalah ka.rena h11ang, kecurlan, terbakar susut SR

. dan lain-lain.

i -(:3)

 (1)»

(2)

Penghapusan - - sebagmmana dImaksud pada ayat (1) SR
O dltetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ; ‘ a

Pasal 62

»Penghapusan kekayaan desa dan daftar kekayaan desa T
s sebagalmana ‘dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1} disertai -
. dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan . apabila .- -
kekayaan desa dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat?.; S
. dimanfaatkan dan tidak memiliki nilai ekonomis. R
Pemusnahan sebagaimana dlmaksud ayat (1) dxlaksanakan T

- oleh Sekretaris Desa. -

e Kepala Desa

. (3) Pelaksanaan pemusnahan scbagaumana dlrnaksud pada ayata- o

(2 dxtuangkan dalam benta -acara dan d11aporkan kepada C




 BaB XVIIL
PENILAIAN

Pasal 63

N (1_) Penilaian kekayaan desa dllakukan da_lam l‘angka L

mengetahui nilai aset desa.

(2) Penetapan nilai kekayaan desa sebagalmana dlmaksud pada‘ o

- ayat (1) dilaksanakan" sesuau dengan ketentuan peraturan
: perundang-undangan ' , : : '

Pasal 64

E v(l) Pemlalan kekayaanb desa berupa tanah dan/ atau bangunan .

‘dalam  rangka pemanfaatan = atau pemindahtanganan
dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa,

" dan/atau mehbatkan pen11a1 1ndependen yang dltetapkan L

- oleh Kepala Desa.

| (2) Penilaian kekayaan desa sebagaxmana dlmaksud pada ayat -
(1) dilaksanakan untuk mendapatkan mlau Wajar, dengan S

- estimasi terendah menggunakan NJOP.

| (3) Hasil penilaian kekayaan desa sebagalmana dlmaksud pada ‘

ayat (1) dan ayat (2) dltetapkan oleh Kepala Desa

L BAB XIX e LR
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN o

, L , Pasal 65 T e
_(1) Bupa'u melakukan pembmaan dan pengawasan pengelolaan
~ kekayaan désa.

(2) Bupati melakukan péngawasan pengelolaan kekayaan desa o

e B melalul audit” yang dﬂakukan oleh Pengawas Internal

. BABXX
KE’I‘ENTUAN pERALI HAN

Pasal 66

i (1) Barang milik desa yang telah ada sebelum berlakunyaf

Peraturan Bupati ini wajib" dilakukan - 1nventansa51 dan.
" diselesaikan dokumen kepermhkannya S

(2) Biaya yang timbul sebagai akibat. pelaksanaan ketentuanf S
sebagalmana_ dunaksud pada ayat (1) d1bebankan pada N

APBDesa

Pasal 67

o Proses pemmdahtangahén kekayaan ' desa melah.u penjualan';_' Q -

. atau tukar menukar yang permohonan - jjinnya telah dxa;ukan'

- kepada Bupati sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dan -
sedang dalam proses maka mekanisme: pemmdahtanganannya R

_dlsesualka_n dengan Peraturan Bupau ini.




v 'BAB XXI o
KETENTUAN PENUTUP

e Pasal 68 v . '
(1) Semua ketentuan yang mengatur mengena.1 kekayaan desa,
- wajib menyesuaikan pada Peraturan Bupati ini pahng lambat .
Lo 1 (satu) tahun, sejak diundangkannya Peraturan ini. :
. (2) Pemanfaatan tanah kas desa yang belum sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini agar disesuaikan - pahng
‘lambat 1 . (satu) tahun sejak  Peraturan - Bupati ini
,dmndangkan_ ,' B

, B ' Pasal 69 o
. Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang
' mengatur mengenai pengelolaan kekayaan desa dan ketentuan-
" ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini
o .dmyatakan tldak berlaku : : '

. : ' Pasal 70
: Peraturan mx mu1a1 bcrlaku pada tanggal dlundangkan

'Agar SCtlap , orang mengetahumya, memenntahkan_,' .
. pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dala.rn o
i .Berita Daerah Kabupaten Karanganyar ' L

* Ditetapkan di Karahganyaf -
pada tanggal | ApriL 2014

. BUPATLKARANGANYAR
D1undangkan d1 Karanganyar . IR o
. pada tangga1
S DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR




.‘1

S ’LAMPIRAN

- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR /G TTAYUN 2014

. TENTANG

o * TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN

DESA

Sl CONTOH PENERAPAN PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL
N o PANITIA MUTASI KEKAYAAN DESA ‘

A BESARAN BIAYA PANITIA MUTASI KEKAYAAN DESA B

IS Rp. 5.000.000.000

= (4% = Rp. 5.000. 000. 000,7_

= Maks Rp. 200.000.000,-

Diatas Rp. 5.000.000.000,-

$/d Rp. 10.000.000.000,

= (Biayas/d -
Rp. 5.000.000. 000 sebelumnya) +
(3% x Rp. 5.000.000. 000 ,-)

- | = Maks Rp. 350.000.000,-

[Diatas Rp. ~10.000.000.000.-

s/d Rp. 25.000.000.000,-

= (Biaya s/d

| Rp. 10.000.000.000,- sebelumnya) +

(2% x Rp. 15.000.000. 000 )

= Maks Rp. 650.000.000,-

[ Diatas_ Rp. 25.000.000.000,-
| s/d Rp. 50.000.000.000,-

= (Biaya s/d -
Rp. 25.000.000. 000 sebelumnya) +
{1% x Rp. 25.000.000. OOQ,_) -

= Maks Rp. 900.000.000,-

Dlatas Rp 50 000. OOO 000,-

o s/d Rp. 100.000.000.000,-

= (Biaya s/d

‘| Rp. 50.000. 000. 000,- sebelumnya) +

{0,5% x Rp. 50.000.000.000,-)

= Maks Rp. 1.150.000.000,-

Dlatas Rp 100 000 000 000 -

= (Biaya s/d
Rp 100.000.000.000,- sebelumnya)

= Maks Rp. 1.400.000.000,-

B CONTOH PENERAPAN

+ (0,25% x Rp. 100.000.000.000,-) -

1 Untuk muta31 kekayaan desa semlax Rp 18 000 000 000 - (delapan belas m:har' .
“rupiah) adalah sebagai benkut - ‘

~s/d'Rp. 10.000.000.000,- -
. ditambah 2 % x Rp. 8.000.000. ooo -
L ,}Jumlah o

, fadalah se_]umlah Rp 510 000. 000 -

' ruplah) adalah sebagai benkut

~ . s/dRp. 50.000.000.000,- |

o o dltambah 0 ,5 % X Rp 15 000 000 000 -

" Biaya operasmnal Panitia Mutas1 Kekayaan Desa semlau Rp 65. 000.000.000,-
- adalah sejumlah Rp. 975.000.000,-. |

Rp 350.000 ooo -

" Rp. 160.000.000,-
Rp. 510.000.000,- =

= " Biaya: op;érasmnal Panma Muta31 Kekayaan Desa semla1 Rp 18 000 000 000 -
) 2;”Untuk mutas1 kekayaan desa semlax Rp 65 000 000. 000 (enam puluh hma. rmhar‘ R

‘Rp. 900. 000 000 -
Rp. 75.000.000,-

Rp. 975.000.000,-

. BUPATIKA

. JULIYATMONO




